
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 

NOMOR 2 TAHUN 2003 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil 
guna, perlu meninjau kembali Susunan Organisasi dan Tata 
Keija Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a 
diatas, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
menuangkan dalam Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 9); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo Undang-imdang 



Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeriirfah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran NegaraNoraor 3839); 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Ferimbangan 
Keuangan antara Femerintah Fusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3848); 

5. Fer^uran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Femerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah 
Otonom; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Taliun 2000 
tentang Pedoman Susunan Oiganisast dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten / Kota; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 
tentang Pengakuan Kewenangan Kabiq>aten/Kota 

DcDfaa Fcnctajaan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 

M E M U T U S K A N 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARUT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ; 



Da>;iali adalali Pemerintah Kabupaten Pacitan 
yang terdiri dari Kepala Daeiah beserta Perangkat Daerali 
otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 

b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan; 
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabi^aten 
Pacitan sebagai Badan Legislatii; 

d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabiqiaten 
Puritan; 

e. ' Sekretaris Daerah adalah Sekretarias Daerah K^upalen 
Pacitan; 

£ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan 

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan; 
g. ; Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerali yang selanjutnya 

' disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabigiaten Pacitan; 

h. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam rangka meminqiin suatu organisasi Pemerintahan; 

i. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 
; tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai 
Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau 
ketrampilan serta bersi£it maodtri. 

BABU 
KEDUDUKAN,TTJGAS DAN FUNGSI 

Paaal2 
(1) Sekretariat DPRD raenipakan unsur p e l ^ ^ a n terfiadap DPRD, 

dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang bertanggungjawab 
kepada pinqiinan DPRD dan secara administratif dibina oleh 
Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanaii 
administratif kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Sekretariat DPRD mempunyai fungsi: 



a. Fasilitasirapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerali; 
b. Pelaksanaan unisan rumab tangga dan perjalanan dinas anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
C. Pengelolaan tata usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

BAB m 
SUSDNAN ORGANISASI 

Pasal 3 
(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dan : 

a. ; Sekretaris DPRD; 
b. Bagian Umum membawahi: 

1) Sub Bagian Urusan Dalam; 
2) Sub Bagian Tata Usaha. 

c. Bagian Persidangan dan Risalali membawaln : 
1) Sub Bagian Risalah; 
2) Sub Bagian Persidangan; 
3) Sub Bagian Protokol Dokumentasi dan Perpustakaaa 

d. Ba^an Keuangan membawahi: 
1) Sub Bagian Anggaran; 
2) Sub Bagian Fembayaran. 

e. Kelonqiok Jabatan Fungsional. 

(2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seonmg Kepala Bagian yang 
berada di bawah dan beitanggung jawab kepada Sekietaiis 
DPRD; 

(3) Masiog-masing Sub Bagian dipinqrin oleh seorang Kepala Stib 
Bagian yang berada di bawali dan bertanggung jawab kepada 
KepalaBagian yang merdiawaht; 

(4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana 
tercantura dalam Lamptran dan men^akan bagian yang tidak 

- leipisahkan dari Peraturan Daerah ini; 
(5) Uraian tugas dan fungsi Bagian dan Sub Bagian akao diatur lebih 

lanjut dengan Keputusan Bupati. 

BAB IV 
TATAKKRJA 

Pasal 4 



(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD, para Kepala 
Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip kooidinasi, 
integrasi dan sinkronisasi. 

(2) Setiap pimpinan eatuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat 
DPRO wajib meinbina dan mengawasi bawahan masing-masing 
dan apabila teijadi penyimpangan agar mengambil 
langkali-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan apabila ditemukan prestasi 
(melebihi fungsi tugas pokok) dijadlkan catatan positif dailar 
penilaian kepegawaian yang bersangkutan; 

(3) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD 
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; 

(4) Setiap pimpinan eatuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat 
DPRD wajib mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada 
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat 
padawaktunya; 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 
bawahan masing-masing diotah dan diperguoakan sebagai bahan 
unluk penyusuuan laporan lebih lanjut eerla untuk memberikan 
petunjuk dan tindak lanjut kepada bawahannya 

Pasal 5 
Dalara. hal Sekretaris DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya, 
maka tugas Sekretarts DPRO dtlaksanakaii oleh pejabat yang ditunjuk 
oleh Bupati. 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 6 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Pemerintah Daerali sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan. 

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (I) 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. 



(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) 
ditentiikan berdasai kan keb^uban beban kerja; 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut 
pada ayat (1) di atas, diatur berdasaikan Peraturan 
Ferundang - undangan yang berlaku; 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan 
peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

BAO VI 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTUN 

DALAM JABATAN 

Pasal 7 
(1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 

persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
(2) KepalaBagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati; 
(3) Kepala Sub Bagian d ^ a t diangkat dan dibetbentikan oleh 

Sekretaris Daerah atas pelinqjahan kewenangan dari Bupati. 

BAB VII 
PEMBUYAAN 

Pasal 8 
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat 
DPRD dibebankan kepada Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pacitan dan dana Iain yang sah sesuai Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB vin 
KETENTUAN PERALIHAN DANPENUTUP 

Pasal 9 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 
Kabiqsaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2001 beserta peraturan 
pelaksanaanya dinyatakan dtcabut dan tidak berlaku lagi. 
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Pasal 10 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 11 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang. dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal Pacitan 

3 Pebruari 2003 



Pasal 10 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati. 

PasalU 
Peraturan Daerah ini mulm berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2003 Nomor 1 Seri D 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal Pacitan 

3 Pebruari 2003 

BUPATI PACITAN 

Capttd 
S U T R I S N O 
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SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PAOTAN 

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR :2 , 
TANGOAL : 3 Pebruari 2003 

KETUA DPRD 
WAKIL KETUA DPRD 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

SEKRETARIS DAERAH 

BAGIAN 
UMUM 

BAGIAN 
PERSIDANGAN DAN RISALAH 

SUB BAGIAN 
URUSAN DALAM 

SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

- SUB BAGIAN 
RISALAH 

SUB BAGIAN 
PERSIDANGAN 

SUB BAGIAN PROTOKOL, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN 

BAGIAN 
KEUANGAN 

1 
J 

SUB BAGL\N 
ANGGARAN 

SUB BAGIAN 
PEMBAYARAAAN 


